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Qmpl’ementasi Undang-Undang BPJS

Dorong Pemenuhan Fasilitas Rumah Sakit

JAKARTA - Komisi IX DPR
akan mendorong pemenuhan
fasilitas pendukung Badan Pe-
nyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS)L Dorongan itu dilaku-
kansalahsatunyamelaluipeng-
anggaran Kementerian Kese-
hatan (Kemenkes) pada 2013.
Wakil Ketua KomisiIXDPR
Nova Riyanti Yusuf mengata-
kan,beroperasinyaBPJSIper1
Januari 2014 menimbulkan
konsekuensi tersendiri bagi
persiapan penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan secara
nasional, termasuk ketersedia-
an tempat tidur kelas I1L. Dia
menyebutkan, saat ini baru pu-
nya 114.000 tempat tidur dari
sekitar 237.000 tempat tidur
yang dibutuhkan. ” Jadi masth
kurang sekitar 123.000 tempat
tidur untuk memenuhi semua
kebutuhan yang ada,” ungkap
Novadi Jakarta kemarin,
Menurut politikus dari
Demokrat itu, tahun ini Ke-
menkes berencana menambah
40.000 tempat tidur, 40.000
tempat tidur pada 2013, dan
sisanya sebanyak 20.000 diren-
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canakan pada 2014, Namun, ta-
hun ini pemerintah hanya
mampu menyediakan 10.121
tempat tidur. Jumlah tersebut
dinilai masih kurang sekitar
29.879 tempat tidur dari yang
ditargetkan sebanyak 40.000
tempat tidur. ”Terkait kurang:
nya tempat tidur kelas ITI ini,
Kemenkes berencana melaku-
kan penambahan, tapi masih
jauhdari target,” ungkapnya.
Nova menjelaskan, banyak-
nya jumlah tempat ticur yang
harus disediakan pemerintah
sebelum beroperasinya BPJS 1
menyebabkan beban utang
yang ditanggung semakin be-
rat. Dia menyebutkan, jumlah
tempat tidur yang harus di-

sediakan pemerintah sebelum
2014 sebanyak 100.000 tempat
tidur. Karena itu, pihaknya
akan mendorong pemenuhan
tempat tidur dan sarana pen-
dukunglainnyalewatpengang-
garan Kemenkes pada 2013,
sekaligus mengawasi efektivi-
tas dan efisiensi pemenuhan
fasilitas.

Upaya mendorong peme-
nuhan fasilitas pendukung
BPJST lewat penganggaran,
kataNova, merupakan bentuk
komitmen dan keberpihakan
DPR dalam mendukung per-
siapan pelaksanaan BPJSI. Pe-
laksanaan BPJS perlu persiap-
an yang matang sehingga nanti
mampumemberikanpelayanan
yang maksimal, ”Selain men-
dorong lewat penganggaran
yang berpihak pada BPJS I,
kamijugaakanmengawasiefek-
tivitas dan efisiensi pemenuhan

tempat tidur dan sarana pen.

dukunglainnya,” tandasnya. '

Wakil Ketua Komisi IX dari
Fraksi PPP Irgan Chairul Mah-
fizmengatakan,pihaknyaakan
terus mendorong pemerintah

agar segeramemenuhifasilitas
pendukung BPJSIsesuaikebu-
tuhan pelayanan yang ada. Dia
bahkanmeminta pemerintah
untuk memenuhi alokasi ang-
garan kesehatan sesuai keten-
tuan dalam UU Kesehatan.
"Dalam UU Kesehatan dikata-
kan bahwa persentase anggar-
an untuk kesehatan minimal
5% dari APBN. Sementara saat
ini baru dipenuhi sekitar 2%,”
katalrgan.

Menurut dia, pemerintah ti-
dak akan kesulitan memenuhi
kebutuhan fasilitas pendukung
BPJS1jika alokasi untuk kese-
hatan sesuai ketentuan UU Ke-
sehatan. Karena itu, pihaknya
berjanji akan mendorong pe-
menuhan fasilitas pendukung
BPJS I melalui penganggaran
APBN 2013, Namun, pelaksana-
anBPJSIper1 Januari 2014 -
dak bergantung pada ada dan
tidaknlya penamhahay anggar-
an di kesehatan. *Kémi minta
pemerintah memperhatikan
itu karena 2014 harus berope-
rasi,” tuturnya,
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DPR Happy Subsidi Energi 2027 Meningkat

Jaga Daya Bell Masyarakat,
Perkuat Ketahanan Energl

Senayan mendukung penambahan alokasi subsidi energi
pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) 2027. Kebijakan tersebut sejalan dengan
visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya

beli masyarakat, memperkuat ketahanan energi, dan
menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.

ANGGOTA Komisi X1 DPR
Bentyanto Tamoreka mengatakan,
subsidi energl merupakan instru-
men penting negara untuk melin-
dungi masyarakat dan menjaga
aktivitas ckonomi. Karena itu,

pelaksanaannya mesti benar-benar

tepat sasaran, transparan, dan
menjangkau masyarakat vang
paling membutuhkan

"Kebijakan subsidi juga petlu
mempertimbangkan perbedaan
kondisi infrastruktur, pola kon-
sumst, dan kemampuan ekonomi
masyarakat di setiap daerah.”
ujar Benivanto di Jakarta, Jumat
{4/972026).

Sebelumnya, Menteti Energt
Sumber Daya Mineral (LSDM)
Bahlil Lahadalia mengusulkan
subsidi listrik 2027 sebesar Rp
117,84 triliun, meningkat dari Rp
100,83 triliun pada APBN 2026.
Pemerintah juga mengusulkan
peningkatan volume solar ber-

subsidi dari 18,64 juta menjadi 19

juta kiloliter serta minyak tanah

bersubsidi dari 0,33 juta menjadi
0,561 juta kiloliter.

Beniyanto melanjutkan, pe-
nambahan volume minyak tanah
bersubsidi mencerminkan perha-
tian Pemerintal techadap kebu-
tuhan masvarakat di Indonesia
Timur, termasuk Papua. Maluku,
dan sebagian Sulawesi. Ketepatan
penyaluran subsidi bergantung
pada kualitas data kependudukan.

Karena itu, Kementerian ESDM
perlu memperkuat sinkronisasi
data berbasis Nomor Induk Ke-
pendudukan (NIK) dengan Dirck-
torat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Dukeapil).
Termasiik, data sosial-ckonomi Pe-
metintah, serta data pelanggan dan
transaksi vang dikelola Perusaha-
an Listik Nepara PLN maupun
Pertamina.

Pemutakhiran, lanjut dia, perlu

dilakukan secata berkala agar
petubahan domisili, susunan
keluarga, dan kondisi ckonotmi
masyarakat-dapat segera-ler-
catat. Katena anggaran yang
besar udak akan efekuf apabila
data penerimanya tidak akurat.
Jangan sampai masyarakat vang
berhak justru tidak menerima
subsidi, sementara kelompok
yang mampy masih kut menik-
matinya. "Integrasi data perlu
disertai mekanisme koreksi.
perlindungan data pribadi, dan
saluran pengaduan yang mudah
diakses masvarakat,” tegas poli-
tisi Golkar ini.

Dengan itu, Beniyanto mendu-
kung kebijakan Presiden Prabowo
dan langkah Menteri ESDM
Bahlil dalam menjaga keterjang-
kauan energi sekaligus mem-
perkuat kemandirian nasional.
"Kami {Komisi XI1 DPR) akan
mengawal agar subsidi energi
2027 tidak mengalami kebocoran,
tepat sasaran. dan benar-benar
menghadirkan keadilan energi
bagi seluruh rakyat Indonesia,”
tandas legislator asal Sulawesi
Tengah (Sulteng) tersebut

Anggota Komisi XII DPR
Bambang Patijaya menambah-

kan, percepatan energi baru dan
terbarukan (EBT) perlu ditem-
patkan sebagai strategi nasional
untuk memperkuat ketahanan
energi, mengendalikan beban
subsidi, serta membangun in-
dustii teknologi energi di dalam
negeri. Karena iu, pihaknya
mendukung arah kebijakan
Presiden Prabowo Subianto
dan Menter: ESDM Bahlil La-
hadalia dalam mempercepat
kemandirian energi nasional.

“Pengembangan EBT bukan
hanya agenda lingkungan, tetapi
Jupa instrumen untuk mengurangi
ketergantungan tethadap enerai
impor dan menjaga kesehatan
fiskal negara.” kata Bambang di
Jakarta, Jumat (492026).

Selain itu, ia menvoroti per-
hitungan Kementerian ESDM
terkait beban subsidi dan kom-
pensasi energt pada 2026 ber-
potensi mencapai sekitar Rp3o0
triliun. Hal it terjadi apabila
ketersediaan pasokan di Indo-
nesia tidak diantisipasi dan pe-
manfaatan EBT tidak dipercepat.
"Proyeksi tersebut perlu menjadi
dasar untuk mempercepat diver-
sifikasi energi secara terukur,"
dorong Bambang.

Diketahui, dalam Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) 2025-2034, Peme-
rintah merencanakan tambahan
kapasitas scbesar 69.5 Giga-
Watt {GW), dengan 42.6 GW
atau sekitar 61 persen berasal
dari EBT. Program PLTS 100
GWp vang diluncurkan Pre-
siden Prabowo diperkirakan
menghasilkan daya rata-rata
efektif sekitar [8-20 GW dengan
asumsi faktor kapasitas [8-20
persen. Secara ilustratif, apa-
bila tambahan pasokan tersebut
diperhitungkan dalam struktur
perencanaan baru, porsi BT
berpotensi meningkat menjadi
sekitar 69-70 persen.

Karena itu, harap Bambang,
dengan hadimya Program Pem-
bangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) 100 GWp, tentu RUPTL
mengalami penyesuaian. Pe-
nyesuaian itu bukan hanya me-
neubah angka kapasitas, tetapi
Juga mencakup komposisi pem-
bangkit, tahapan pembangunan,
lokasi proyek, kebutuhan trans-
misi, kapasitas bateral, cadangan
daya, serfa kemampuan sistem
menverap tambahan pasokan
tenaga surya. mTiF


http://www.tcpdf.org

